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ABSTRAK

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG PADA
UPTD WILAYAH | SAMSAT BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2022

Oleh

PILOSOFIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi realisasi pajak kendaraan
bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta untuk mengetahui
mengetahui upaya dan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak
kendaraan bermotor. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor UPTD Wilayah 1
Samsat Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi pajak
kendaraan bermotor pada tahun 2020-2022 berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung akan tetapi realisasi penerimaan
pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020-2022 masih bersifat fluktuatif (berubah-
ubah). Meskipun demikian, persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun belum mencapai target
yang ditetapkan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penting bagi
pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan
pajak, sehingga realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung meningkat.

Kata kunci : Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011, Pajak
Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menjadi sumber
pembiayaan krusial bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
daerah serta kelanjutan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.
Sistem pemungutan pajak daerah adalah bersifat wajib bagi masyarakat yang
diterapkan secara paksa oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk membiayai kebutuhan daerah dan pembangunan.
Maka, dari itu pajak daerah memberikan peranan yang cukup besar dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari
sumber ekonomi asli daerah itu sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengolahan kekayaan asli daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya Pendapatan
Asli Daerah dapat dijadikan sebagai salah satu faktor untuk mengukur kemandirian
daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemandirian yang dimaksud dalam
hal ini mencakup kemampuan dalam merencanakan dan mengelola sumber-sumber
pendapatan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu provinsi maka akan
semakin kuat pula pertahanan ekonomi daerah tersebut dalam menghadapi gerakan

perekonomian nasional dan internasional, termasuk pengeluaran pemerintah



kelemahan ekonomi pasar, pembangunan ekonomi daerah, dan pertumbuhan. Hal

ini kedepannya akan mempengaruhi besar kecilnya bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung terdapat dua jenis
Pajak Daerah yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi
adalah bentuk pungutan pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi.
Sedangkan, yang dimaksud dengan Pajak Kabupaten/Kota bentuk pungutan pajak

yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dari berbagai jenis pajak daerah, terutama di tingkat provinsi, Pajak Kendaraan
Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi yang
cukup besar bagi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi pajak kendaraan bermotor
menentukan tingkat pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, jika realisasi

pajak kendaraan bermotor tinggi, maka pendapatan daerah akan meningkat

Penulis tertarik dengan judul laporan akhir mengenai salah satu objek pajak yakni
pajak kendaraan bermotor. Dikarenakan penulis ingin mengetahui apakah realisasi
pajak kendaraan bermotor berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD). Selain itu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun
2020-2022 masih bersifat fluktuatif (berubah-ubah) sehingga membuat penulis
tertarik terhadap permasalahan apa yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak

kendaran bermotor tersebut berubah-ubah pada tahun tersebut.



GRAFIK TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2020-2022
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Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (data Diolah, 2024)

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor pada Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi,
dengan penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, mencapai
Rp.786.228.389.430 atau 109,2% dari target Rp.720.000.000.000. Namun, pada
tahun 2021 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target
yakni Rp.880.359.093.903 atau 98,92% dari target Rp.890.000.000.000. Kemudian,
pada tahun 2022 realisasi penerimaan Pajak Kendaran Bermotor mengalami
peningkatan yakni sebesar Rp.929.496.725.114,00 dengan persentase mencapai
102,71%. Dengan demikian, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi instrumen penting
dalam menggerakkan pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan wilayah. Semakin
besar peran pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah,
mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam

pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan.



Melalui kontribusi pajak kendaraan bermotor kita dapat mengetahui seberapa besar
peran pajak ini pada pendapatan asli daerah, hal ini memungkinkan pihak yang
mengelola pajak daerah untuk secara rutin mengevaluasi kontribusi pajak kendaraan
bermotor sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan dari
latar belakang diatas penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah
kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan
asli daerah (PAD). Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli
Daerah (Pad) Provinsi Lampung Pada UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar

Lampung Tahun 2020-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan yang ada pada latar belakang masalah, maka

perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara umum berpengaruh
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung pada
tahun 2020-2022?

2. Bagaimanakah upaya dan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Lampung pada tahun 2020-

20227

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan di atas, adapun tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :



1.

Untuk mengetahui apakah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara
umum berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Lampung pada tahun 2020- 2022 .

Untuk mengetahui upaya dan strategi pemerintah dalam meningkatkan
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Lampung pada tahun

2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan laporan akhir dalam penelitian ini, penulis mengharapkan

tercapainya manfaat pada laporan akhir ini baik secara langsung maupun tidak

langsung, adapun manfaatnya yaitu :

1.

Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan
yang mendalam tentang pemerintahan daerah terutama mengenai Pendapatasn
Asli Daerah (PAD) yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama di
bangku perkuliahan pada dunia kerja.

Bagi Pembaca

Diharapkan dapat membantu pembaca dalam menambah wawasan dan
pengetahuannya mengenai peran Pajak Kendaraaan Bermotor Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagi Universitas

Diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur terutama bagi mahasiswa atau
pembaca lain yang memerlukan informasi khusus terkait dengan masalah yang

berhubungan dengan pajak daerah.



4.

Bagi UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dan evaluasi terkait perencanaan kebijakan yang akan diambil
oleh Pemerintah Provinsi Lampung khususnya bagi UPTD Wilayah 1 Samsat
Bandar Lampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak

Kendraan Bermotor.
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TINJAUANPUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014)
menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas

Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya (Mardiasmo, 2018)
mengemukakan bawah Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut dapat
disimpulkan bahwa Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah
untuk membiayai kebutuhan negara, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat.



Pajak harus dikelola dengan baik oleh pemerintah agar dapat memberikan manfaat
optimal bagi seluruh masyarakat, terutama dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi dan membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, serta proyek

pembangunan lainnya.

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak merupakan kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri. Menurut

Mardiasmo (2018) umumnya terdapat 2 (dua) fungsi pajak yang dikenal, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menjalankan tugas- tugas rutin
dalam melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, biaya ini
dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3 Pengelompokkan Pajak
Menurut Resmi (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokan
menjadi tiga yaitu:
1. Menurut Golongannya Pajak dikelompokan menjadi dua:
a. Pajak langsung Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh

wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang



lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang
bersangkutan.

b. Pajak tidak langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung
terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau pembuatan yang
menyebabkan terutangnya pajak, misalnya penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi
wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya, baik
berupa benda, keadaan, perbuatan, tanpa memperhatikan keadaan pribadi
subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal

3. Menurut Lembaga Pemungutnya Pajak dikelompokan menjadi dua:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah
tingkat | (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat Il (Pajak
Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

masing-masing.
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2.4 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang digunakan untuk
menghitung besarnya pajak yang harus wajib pajak ke negara. Menurut Mardiasmo
(2018:9), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu:
1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk memotong atau

memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak).

2.5 Pendapatan Asli Daerah

2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 18, Pendapatan
Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber
dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
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berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena
melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan

pemerintah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) ialah penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber- sumber di
dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berfungsi untuk memberikan ruang kepada daerah dalam mendapatkan pendanaan
untuk pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam
membiayai kegiatan pembangunan sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah

(PAD).

2.5.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 berasal dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-
lain PAD yang Sah. Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu :
1. Pajakdaerah
Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan wilayah.
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2. Retribusi daerah
Selain pajak daerah, sumber pendapatan dearah yang cukup besar perannya
dalam menyumbang terhadap pembentukan pendapatan asli daerah adalah
retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk penerimaan
daerah yang dikumpulkan sebagai bayaran atau imbalan langsung atas layanan
yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
yang dipisahkan.
PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi
Daerah adalah bagian pemerintah daerah dari laba BUMD. Pendirian BUMD
bertujuan menciptakan lapangan kerja, mendukung pembagunan ekonomi
daerah, serta melayani masyarakat menjadi sumber pendapatan daerah. sesuai
dengan Pasal 6 ayat 3 Undang- Undang Nomor 33 jenis pendapatan ini
meliputi: laba perusahaan milik daerah, laba lembaga keuangan bank dan non-
bank, serta laba atas penyertaan modal/investasi.

4. Lain - lain pendapatan daerah yang sah
Merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah selain dari tiga jenis
penerimaan sebelumnya. Penerimaan ini melibatkan penjualan kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan, layanan giro, pendapatan bunga, keuntungan dari
perbedaan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi atau bentuk

lain yang muncul dari penjualan atau layanan oleh daerah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di
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daerah dan membantu pemerintah daerah meningkatkan pelayanan publik seperti

pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

2.5.3 Jenis - Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dibagi menjadi

beberapa jenis yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air
Permukanaan dan Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan
Bangunan dan Perdesaan Dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan.

2.6 Pajak Kendaraan Bermotor

2.6.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan, kendaraan bermotor adalah semua
kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat,
dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak

kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar
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yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang berpotensi dan

memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Kendaraan Bermotor, meliputi:

1.

Infrastruktur: Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dapat dialokasikan
untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan
dan jembatan. Ini membantu meningkatkan konektivitas dan mobilitas di
wilayah tersebut.

Transportasi Publik: Dana dari pajak kendaraan juga dapat digunakan untuk
mendukung sistem transportasi publik, seperti bus dan kereta. Hal ini bertujuan
untuk memberikan alternatif transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Keamanan Lalu Lintas: Penerimaan pajak kendaraan seringkali digunakan
untuk meningkatkan keamanan lalu lintas melalui investasi dalam sistem
pengawasan, rambu lalu lintas, dan pemeliharaan infrastruktur yang
mendukung keselamatan jalan.

Peningkatan Layanan Publik: Pendapatan tersebut dapat diperuntukkan bagi
peningkatan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum
lainnya, yang secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di

daerah tersebut.

2.6.2 Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki

dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan Objek Pajak Kendaraan

Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
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2.6.3 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan hasil perkalian dari 2 (dua)

unsur pokok yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan

harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan

Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan faktor -faktor sebagai berikut :

g.

Isi silinder, yaitu isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin
kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan
atau satu daya.

Penggunaan Kendaraan Bermotor

Jenis Kendaran Bermotor

Merek Kendaraan Bermotor

Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor

Berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan,
serta

Dokumen impor untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.

2. Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran

lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor, dinyatakan dalam

koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut : Koefisien sama dengan satu (1)

berarti kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan oleh Kendaraan

Bermotor tersebut dianggap masih dalam tahap toleransi sedangkan Koefisien

lebih besar dari satu (1) berarti dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan beberapa faktor yaitu :

a.

Tekanan Gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/ad, roda, dan berat
Kendaraan Bermotor.

Jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan antara lain atas
solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya.

Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan

Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
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Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung nomor 4 tahun 2024 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa tarif PKB

ditetapkan sebagai berikut :

1.

Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama,
ditetapkan sebesar 1% (satu persen);

Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif kedua,
ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);

Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif ketiga,
ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif
ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);

Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif kelima
dan seterusnya, ditetapkan sebesar 2% (dua persen);

Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang
digunakanuntuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah,
ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan
keagamaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ditetapkan sebesar 0,5%

(nol koma lima persen).

Besarnya pokok Pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak, seacra umum, perhitungan

Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagi berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x (NJKB x Bobot )
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METODEPENELITIAN

1.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah
metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara teori, menggambarkan
dan mengeksplorasi fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci dan
mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan sebagaimana

mestinya.

Menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah
metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap
penelitian pada suatu waktu tertentu. Sedangkan, menurut Sugiyono (2013) bahwa
penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada
filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi

objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci.

1.2 Jenisdan Sumber Data
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :
1. DataPrimer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, seperti:
a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi melalui tanya
jawab langsung kepada karyawan atau pejabat selaku narasumber yang

berwenang dan bertanggung jawab di kantor Samsat Bandar Lampung.
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b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara
mengunjungi dan melakukan praktik kerja langsung di kantor Samsat
Bandar Lampung.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui

media perantara seperti buku, laporan dokumen atau arsip yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder digunakan

penulis sebagai pendukung.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah

sebagai berikut :

1.

Penelitian Lapangan

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan cara melaksanakan
wawancara dan observasi kemudian penulis juga mempelajari dokumen atau
data yang diperoleh dari Kantor Samsat Bandar Lampung.

Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan melalui sumber-sumber
tertulis mengenai pajak, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor.

Menarik Kesimpulan

Seluruh data yang telah didapatkan, diuraikan kembali secara terperinci agar

dapat dipahami dengan mudah oleh penulis dan masyarakat umum. Data yang
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diuraikan ini adalah hasil dari pengumpulan data melalui proses wawancara dan

observasi.

1.4 Objek Kerja Praktik

Objek kerja praktik dalam penulisan ini adalah Badan Pendapatan Kantor UPTD
Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung, yang bertanggung jawab atas pelayanan
kepada masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pelayanan ini
mencakup proses pembayaran pajak kendaraan bermotor baru dan perubahan

kepemilikan kendaraan karena proses jual beli serta Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB).

1.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

1. Lokasi

Lokasi pelaksanaan magang berada di Badan Pendapatan Kantor UPTD
Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung, yang akan berlangsung mulai 9 Januari

s/d 29 Februari 2024.
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Gambar 3.1 Denah Lokasi Kantor UPTD Wilayah | Samsat Bandar Lampung
Sumber: Google Maps
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2. Waktu
Waktu Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 41 hari, dimana jam kerja
praktik yang berlaku sesuai dengan aturan kantor UPTD Wilayah 1 Samsat

Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jam Kerja Praktik Kegiatan PKL

Hari Jam Kerja
Senin 07.30 - 15.30 wib.
Selasa 07.30 - 15.30 wib.

Rabu - Kamis 07.30 - 15.30 wib.
Jum’at 07.30 - 15.00 wib.
Sabtu 07.30-12.00 wib.

1.5 Gambaran Umum Perusahaan

1.5.1 Profil Singkat Perusahaan

Bersamaan dengan terbentuknya Provinsi tingkat 1 Lampung pada bulan maret
1964. Melalui keputusan Gubernur Lampung Nomor Des/0254/B.VII/HK/1991
dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai dinas
Daerah Tingkat | Lampung yang berdiri otonom berdasarkan Keputusan Gubernur

G/163/DP/HK/1972 tanggal 9 November 1972.

Pergantian nama kembali sesuai SK Gubernur No.G/102/B.1I/HK/80 tanggal 21
Mei 1980 diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Lampung tanggal 23 Desember
2000, Nomor 17 Tahun 2000 ditetapkan menjadi “Dinas Pendapatan Provinsi

Lampung”.

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah 1 Bandar Lampung, (Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung) dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur

Lampung Nomor 29 tahun 2019 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
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Unit pelaksana teknis Daerah Pendapatan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Wilayah 1 Bandar Lampung.

Pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan,
Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada
Prangkat Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam pasal 310 s.d 312 yang

berisikan tugas, fungsi, susunan organisasi dan uraian tugas.

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah |
kelas A yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, antara lain:

1. Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung.

2. Samsat Unit Pelayanan Cepat (UPC) Bandar Lampung.

3. Samsat Mall Kartini Bandar Lampung.

4. Samsat Mall Chandra Bandar Lampung.

5. Samsat Ladies (Mall Boemi Kedaton) Bandar Lampung.

6. Samsat Keliling Idan Il Bandar Lampung.

7. Samsat Container Sukaraja Bandar Lampung.
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Gambar 3.2 Gedung UPTD Wilayah | Samsat Bandar Lampung
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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1.5.2 Visi dan Misi
1. Visi:
Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.
2. Misi:
a. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas maksimum
kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang efektif.
b. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dan teknologi secara
efisien,efektif serta berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
c. Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptakan sinergitas

pengelolaan pendapatan daerah.

1.5.3 Struktur Organisasi
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Gambar 3.3 Struktur Organisasi UPTD Wilayah | Samsat Bandar Lampung
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1.5.4 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Pada Paragraf 3

Tentang Uraian Tugas Pasal 321, menjelaskan bahwa:

1. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah | mempunyai tugas

memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan

pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah | sesuai

dengan kedudukan dan wilayahnya, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a.

g.

Menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Wilayah |

Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian
pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah
Wilayah 1;

Melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi,
pelaporan di bidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanyanya;

Menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I;

Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan teknis operasional di wilayah kerjanyanya;

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di wilayah
kerjanyanya; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan engelolaan

administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta
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penyusunan rencana program kerja sesuai dengan kedudukan dan wilayahnya,

dengan uraian tugas sebagai berikut:

a.

J-

Melaksanakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah | dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

Melaksanakan kehumasan;

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I;

Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas, dan kearsipan bersifat
umum;

Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Wilayah | dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan

pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan

Asli Daerah (PAD) sesuai dengan kedudukan dan wilayahnya, dengan uraian

tugas sebagai berikut:

a.

b.

Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
Melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, pendataan dan penetapan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
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(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air
Permukaan (PAP), dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah
kerjanyanya;

Melaksanakan pelayanan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) Bea Balik Naina Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP),
dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanyanya;
Melaksanakan pengendalian dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan
pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan lain-
lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanyanya;
Melaksanakan Pelayanan Fiskal Kendaraan Bermotor di wilayah
kerjanyanya;

Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan
pendataan dan penetapan di wilayah kerjanyanya;

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan

penerimaan dun penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain

Pendataan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan kedudukan dan wilayahnya,

dengan uraian tugas sebagai berikut:
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Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan
Penagihan;

Melaksanakan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air
Permukaan (PAP)Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD
di wilayah kerjanyanya;

Melaksanakan evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air
Permukaan (PAP), Pajak Rokokdan Retribusi Daerah lain-lain PAD di
wilayah kerjanyanya;

Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air
Permukaan (PAP), Pajak Rokokdan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD
diwilayah kerjanyanya;

Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk
teknis antara lain Arsip Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran
(TBPKP), Kutipan, Fiskal, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB), Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (SP3D),

Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
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Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan
penagihan di wilayah kerjanyanya;

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di wilayah kerjanyanya;
dan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



BAB V

KESIMPULANDAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitan ini berkaitan dengan kontribusi realisasi pajak kendaraan bermotor

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Lampung tahun 2020- 2022.

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang dibahas diatas maka kesimpulan yang

ditarik adalah :

1.

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPTD Wilayah |
Bandar Lampung memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dalam tiga tahun terakhir yaitu pada
tahun 2020-2022. Meskipun terjadi fluktuasi, namun pada tahun 2022 terjadi
peningkatan yang signifikan dikarenakan pada tahun ini virus covid-19 mulai
pulih dan masa PPKM pun diberhentikan. Penyebab adanya peningkatan
dikarenakan kesadaran wajib pajak yang mulai bertambah, dengan adanya
penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor dapat membantu pemerintah
daerah Provinsi Lampung dalam mencapai stabilitas keuangan, jika realisasi
pajak kendaraan bermotor tinggi, maka akan menambah pendapatan asli daerah
(PAD) provinsi Lampung.

Adapun Upaya dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

a. Memperkuat upaya pemulihan ekonomi untuk mengembalikan tingkat

aktivitas ekonomi yang normal setelah pandemi covid-19 seperti
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peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan
penerimaan pajak.

b. Melakukan penyuluhan secara langsung kelapangan agar masyarakat
mengerti tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara
tepat waktu dan efektif sebagai salah satu kontribusi dalam pemulihan

ekonomi. Serta, Menyelenggarakan Operasi tilang zebra.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Kantor
UPTD Wilayah | Bandar Lampung untuk terus meningkatkan efisiensi sistem
pengumpulan pajak serta berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak kendaraan bermotor, dengan harapan bahwa Pendapatan dari Pajak
Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung terus

meningkat.
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